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BAB V  

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa atas contoh kasus yang penulis sampaikan dalam 

penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Peralihan Hak Guna Bangunan melalui Jual Beli yang dilakukan oleh 

bekas Warga Negara Indonesia yang telah kehilangan 

kewarganegaraannya lebih dari satu tahun, adalah tidak sah karena 

tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian baik secara materiil 

maupun formil yakni sebagai berikut : 

a. Secara Materiil :  

 Perjanjian tidak memenuhi syarat Subyektif 

A sebagai bekas Warga Negara Indonesia tidak lagi 

memenuhi syarat untuk mempunyai Hak Atas Tanah Hak 

Guna Bangunan sehingga A tidak berwenang untuk bertindak 

selaku penjual dalam Jual beli tanah tersebut. Dengan 

demikian jual beli yang dilakukan oleh A dan B tidak 

memenuhi syarat subyektif tentang sahnya perjanjian, 

sehingga mengakibatkan Jual Beli tersebut menjadi tidak sah 

dan dapat dibatalkan (jika ada pihak yang merasa dirugikan 

atas jual beli tersebut). 

 Perjanjian tidak memenuhi syarat Obyektif 

A telah kehilangan kewarganegaraannya lebih dari satu tahun, 

dengan demikian hak atas tanah tersebut telah hapus demi 

hukum. Artinya, hak atas tanah tersebut dianggap tidak ada 

lagi. Dengan demikian, Jual Beli yang dilakukan oleh A dan 

B tidak sah karena tidak memenuhi unsur obyektif tentang 

keabsahan peralihan hak atas tanah yang mengakibatkan jual 

beli tersebut batal demi hukum (tanpa harus dibatalkan oleh 

siapapun juga). 
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b. Secara Formil  : 

Bentuk perbuatan hukum yang dituangkan dalam 

akta   seharusnya bukan Jual Beli, melainkan Permohonan Hak 

Baru yang didahului dengan Pelepasan Hak dan Ganti Rugi. 

Hak atas tanah yang dipunyai oleh A selaku Penjual sudah tidak 

ada lagi karena telah hapus demi hukum, namun Hak Prioritas 

untuk memohon hak baru yang dimiliki oleh A selaku bekas 

pemegang Hak Atas Tanah masih tetap ada. Untuk itu perlu 

dibuatkan akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi oleh Notaris, 

yakni  pelepasan hak prioritas tersebut dari A kepada B selaku 

Pembeli agar dengan akta tersebut B dapat mengajukan 

permohonan hak baru kepada Kantor Pertanahan, setelah terlebih 

dahulu B membayar ganti rugi kepada A sebagai kompensasi / 

harga jual beli tanah dan bangunan. 

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Pembeli yang 

beritikad baik adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tata cara peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, 

agar supaya peralihan hak yang telah dilakukan oleh A dan B menjadi 

sah maka B wajib untuk mengajukan permohonan hak baru atas tanah 

tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Batam.   

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan 

dalam skripsi ini, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pejabat yang berhubungan dengan administrasi pertanahan 

khususnya Notaris / PPAT, pejabat Kantor Pertanahan dan Pejabat BP 

Batam agar secara proaktif meminta informasi lengkap terkait identitas 

para pihak dalam transaksi jual beli dengan tujuan supaya bisa 

memberikan pelayanan yang tepat khususnya terkait bentuk perbuatan 

hukum yang sesuai dengan kondisi para pihak. 

2. Tanggungjawab mengenai kebenaran data materiil terkait identitas para 

pihak/penghadap bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh 

Undang-Undang bagi Notaris/PPAT dalam pembuatan akta, sehingga 
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dibutuhkan peran serta dari pemerintah khususnya Walikota Batam 

untuk membuat Instruksi tertulis kepada Notaris / PPAT dan pejabat-

pejabat lainnya yang terkait agar sebelum membuat akta peralihan hak 

wajib memastikan status identitas para pihak khususnya status 

kewarganegaraan. 

3. Kepada Pemerintah Pusat untuk bisa membuat sistem kependudukan 

yang terintegrasi secara up to date dan bisa diakses oleh pejabat-pejabat 

yang berwenang, sehingga semua bentuk perubahan data 

kependudukan dapat langsung tersinkronisasi secara langsung baik dari 

segi status kewarganegaraan, status perkawinan maupun status 

kependudukan lainnya untuk setiap warga negara agar dapat 

meminimalisir resiko kesalahan prosedur dalam perbuatan hukum 

peralihan hak dan/atau perolehan hak atas tanah. 
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